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WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR -7 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO

NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN

Menimbang

Mengingat

PERANGKAT DAERAH KOTA METRO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

bahwa Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Metro sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, setelah dilakukan
evaluasi pemetaan urusan pemerintahan perlu dilakukan
perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

bahwa agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
pelayanan kepada masyarakat di daerah berdayaguna dan
berhasilguna perlu melakukan perubahan Peraturan Daerah
Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Metro dan menetapkannya
dengan Peraturan Daerah;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung
Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3825);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679j;



https://jdih.metrokota.go.id
BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

Menetapkan
. p

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Menteri Dalam Negernn Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan
Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);

i

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO
Dan
WALIKOTA METRO

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 24 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KOTA METRO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24), diubah sebagai
berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 huruf d angka 2 diubah dan huruf e
ditambah 1 (satu) angka yaitu angka 5, sehingpa Pasal 3
berbunyi sebagai berikut :

BAB II
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah
dengan susunan sebagai berikut :

a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;

¢. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe B;
d

Dinas Daerah Kota Metro, terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tipe A
menyelenggarakan wurusan pemerintahan bidang
Pendidikan dan Kebudayaan;

2. Dinas Kesehatan, Tipe A menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang Kesehatan;

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Tipe B,
menyelenggarakan wurusan pemerintahan bidang
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
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4.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Tipe C,
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman;

Dinas Sosial, Tipe C, melaksanakan urusan pemerintahan bidang
Sosial;

Satuan Polisi Pamong Praja, Tipe A menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta
perlindungan masyarakat;

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Tipe C, melaksanakan urusan
pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk, dan Keluarga Berencana Tipe A melaksanakan urusan
pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan, Tipe A
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketahanan Pangan,
Pertanian, Perikanan dan serta fungsi penunjang Peternakan dan
Penyuluhan;

Dinas Lingkungan Hidup, Tipe B, menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;

Dinas Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil, Tipe B,
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Dinas Perhubungan, Tipe €, menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang Perhubungan;

Dinas Komunikasi dan Informatika, Tipe C, menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, persandian,
dan statistik;

Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah, dan
Perindustrian, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan
Perindustrian;

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tipe B,
melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan
fungsi penunjang perizinan;

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Tipe A
menyelenggarakan wurusan pemerintahan bidang Kepemudaan,
Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif;

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Tipe B, melaksanakan
urusan pemerintahan bidang Perpustakaan;

Dinas Perdagangan, Tipe C, melaksanakan urusan pemerintahan
bidang perdagangan.

e. Badan Daerah terdiri dari :

1.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Tipe A, melaksanakan
fungsi penunjang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan,;

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia,

Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian dan Sumber
Daya Manusia;
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3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Tipe B,
melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;

4. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Tipe B,
melaksanakan fungsi penunjang pendapatan daerah; dan

5. Badan Kesatuan Bangsa dan Pelitik, Tipe B, melaksanakan fungsi
urusan pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

2. Ketentuan Pasal 12 dihapus.

Pasal II
Peraturan Daerah ini mulal berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

. Ditetapkan di Metro

Q/ pada tanggal 9 fpheb 2019
ﬁ /&/ WALIKOTA
HLUCM .

o~
foru Vi ACHMAD PAIRIN
Diundangkan di Metro / 4

pada tanggal 9 tepte ™ 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

A. A.T.

@ LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2019 NOMOR ...7.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA METRO, PROVINSI LAMPUNG; (09,896 /MTR/2019)
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 24
TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGEAT DAERAH KOTA METRO

I. UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
. 2016 tentang Perangkat Daerah, membawa perubahan yang cukup signifikan

terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan otonomi
daerah pada umumnya dan khususnya perubahan dari sisi kelembagaan bahkan
perubahan dimaksud berpengaruh pada garis kebijaksanaan, koordinasi,
pengendalian serta pertanggungjawaban.

Sebagai tindak lanjut dari berlakunya peraturan perundang-undangan
sebagaimana tersebut di atas dan agar penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di daerah lebih berdaya guna
dan berhasil guna, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah
dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari, unsur staf yang diwadahi dalam
sekretariat daerah dan sekretariat DPRD, unsur pelaksana urusan pemerintahan
yang diserahkan kepada daerah yang diwadahi dalam dinas daerah, unsur
pelaksana fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah yang diwadahi
dalam badan daerah, unsur pelaksana pelayanan tertentu kepada masyarakat yang
diwadahi dalam unit pelaksana daerah, unsur pelaksana urusan pemerintahan
. yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang diwadahi dalam
lembaga lain.

Dasar utama pembentukan organisasi perangkat daerah adalah adanya urusan
pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dan menjadi kewenangan daerah,
yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib dibagi atas urusan
yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan yang tidak berkaitan dengan
pelayanan dasar. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dimaksud,
pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan
dengan pelayanan dasar, agar apa yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat
dapat terpenuhi secara optimal.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015, membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan
organisasi perangkat daerah, dengan prinsip tepat fungsi tepat ukuran (rightsizing)
berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing
daerah. Hal ini sejalan dengan prinsip penataan organisasi perangkat daerah yang
rasional, proporsional, efektif dan efisien.
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Berdasarkan kerangka teoritis bahwa pembentukan organisasi terdiri atas 5
(lima) elemen yaitu strategic apex (kepala daerah), middle line (sekretaris daerah),
operating core (dinas daerah), technostructure (badan/fungsi penunjang) dan
supporting staff (staf pendukung). Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
yang bersifat wajib, diselenggarakan oleh seluruh provinsi, kabupaten, dan kota,
sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan hanya
dapat diselenggarakan oleh daerah yang memiliki potensi unggulan dan kekhasan
daerah yang dapat dikembangkan dalam rangka pengembangan ekonomi daerah.

Hal ini dimaksudkan untuk efisiensi dan memunculkan sektor unggulan
masing-masing daerah sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya
daerah dalam rangka mempercepat proses peningkatan kesejahteraan rakyat.
Pembentukan perangkat daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor
keuangan, kebutuhan nyata daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas
yvang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi
geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan
urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas serta
ketersediaan pegawai yang sesuai dengan beban kerja organisasi baik kualitas

. maupun kuantitas.

Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengendalian perangkat daerah,
pemerintah daerah senantiasa melakukan fasilitasi melalui asistensi, pemberian
arahan, pedoman, bimbingan, supervisi, pelatihan, serta kerja sama, sehingga
sinkronisasi dan simplifikasi dapat tercapai secara optimal dalam kerangka Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yvang terdiri dari unsur staf,
unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam sekretariat
daerah dan sekretariat DPRD. Unsur pelaksana urusan pemerintahan yang
diserahkan kepada daerah diwadahi dalam dinas daerah. Unsur pelaksana fungsi
penunjang urusan pemerintahan daersh diwadahi dalam badan daerah. Unsur
penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan daerah diwadahi dalam inspektorat.

. Kepala Dinas, Kepala Badan, Sekretaris DPRD, Inspektur bertanggungjawab
kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Fungsi Sekretaris Daerah dalam
pertanggungjawaban tersebut hanyalah fungsi pengendalian administrasi untuk
memverifikasi kebenaran administrasi atas pertanggungjawaban yang disampaikan
oleh Kepala Dinas, Kepala Badan, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Satuan Polisi
Pamong Praja dan nama lain kepada Kepala Daerah. Pengertian
pertanggungjawaban Kepala Dinas, Kepala Badan, Sekretaris DPRD, kepala atau
sebutan lain pada satuan kerja lainnya kepada Sekretaris Daerah adalah
pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan,
perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
Dinas Daerah, Badan, Sekretariat DPRD, dan satuan kerja lainnya, dengan
demikian kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, kepala atau sebutan lain
pada satuan kerja lainnya bukan merupakan bawahan langsung sekretaris daerah.

Dasar utama pembentukan perangkat daerah yaitu adanya wurusan
pemerintahan yang diserahkan kepada daerah vyang terdiri atas urusan
pemerintahan wajib dibagi atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan
pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan
dasar.
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Pembentukan perangkat daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah,
jumlah penduduk, kemampuan keuangan daerah serta besaran beban tugas sesuai
dengan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah sebagai mandat yang
wajib dilaksanakan oleh setiap daerah melalui perangkat dacrah.

Penetapan perangkat daerah dibagi dalam 3 (tiga) tipe yaitu Sekretariat Daerah,
Sekretariat DPRD dan Inspektorat tipe A; Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan
Inspektorat tipe B; dan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat tipe
C; Dinas tipe A, Dinas tipe B dan Dinas tipe C; Badan tipe A, Badan tipe B dan
Badan tipe C.

Penetapan tipe perangkat daerah didasarkan pada perhitungan jumlah nilai
variabel beban kerja. Variabel beban kerja terdiri atas variabel umum dan variabel
teknis. Variabel umum, meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah anggaran
pendapatan dan belanja daerah dengan bobot 20% dan variabel teknis yang
merupakan beban utama dengan bobot sebesar 80%.

Pemerintah daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib

yang berkaitan dengan pelayanan dasar, agar kebutuhan dasar masyarakat dapat

. terpenuhi secara optimal, oleh karena itu perangkat daerah yang melaksanakan

urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar diwadahi dalam
bentuk dinas utama minimal tipe C.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup Jelas.

Pasal II
Cukup Jelas.



